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PUTUSAN
Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:
Pemohon , NIK 1203022101860002, tempat dan tanggal lahir Sumuran, 21
April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan
Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H.l.,
M.H, C.PM, Advokat yang berkantor di JI. Lingkar Luar
Komplek Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa
Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 197/PAN.PA.W2-A
10/HK.2.6/X1/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai
Pemohon;
melawan
Termohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 30 Desember 1987 agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Lingkungan Ill, Kelurahan Aek Pining
(Depan Warung/ Plang PUJAKUSUMA), Kecamatan Batang
Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan,
dengan register perkara nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Psp, tanggal 26 November
2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2009, Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru,
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/30/11/2009,
tertanggal 24 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Lingkungan Il, Kelurahan
Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara dan sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon
dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da
dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing
bernama:

4.1, XOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), tempat/ tanggal lahir:
Aek Pining/ 29 Agustus 2009, saat ini bersama Pemohon;

4.2, XOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir:
Aek Pining/ 16 Maret 2015, saat ini bersama Pemohon;

4.3, XXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), tempat/ tanggal lahir:
Aek Pining/ 07 Juli 2019, saat ini bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan
antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan
Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali
disebabkan:

Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
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- Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon juga menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Termohon juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan keluarga

Pemohon;

Termohon juga suka marah-marah, berkata kasar bahkan juga sering
mengusir Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan
karena Termohon tetap saja masih menjalin hubungan asmara dengan
laki-laki lain, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pertengkaran dan percekcokan, dan sejak saat itu pula antara Pemohon
dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang
selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh
pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut
tidak berhasil,

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas,
Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun
kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang
bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon
mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan
perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan izin
Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang
berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk
menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon
(OOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) - dihadapan sidang Pengadilan Agama
Padangsidimpuan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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SUBSIDAIR :
Jika Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex
aequoet bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi
oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon
tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Psp telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa
Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.H.l., M.H, Advokat yang berkantor di Jl.
Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa Tolang,
Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 197/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/X1/2024, tanggal 26 November 24;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas,
dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap
perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses
mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi
dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam
sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat
tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan
resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang
sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk

menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian
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(rechtsverwerking);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batangtoru Kabupaten Tapanuli
Selatan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 66/30/11/2009 Tanggal 24
Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.
1203022101860002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal
dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. XOOXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan 14 Mei
1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jin Pendidikan, Kelurahan Tanjung Rejo,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 22 Februari 2009;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Lingkungan Il Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru,
Kabupaten Tapanuli Selatan ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai
3 orang anak, masing-masing bernama :

L. XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXX
2. XXXXXXKXXXXXKXXKXKXXKXXXXXX

3.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
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- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Termohon menjalin hubungan yang tidak wajar dengan laki-laki
lain;

2. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa pengetahuan
Pemohon ;

- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon
dan Termohon ;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran
mulut saja ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak
bulan Februari 2022, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;

- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap
ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon
dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Sri Wilujeng binti Sugito, tempat dan tanggal lahir Surabaya 18 November
1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di JIn Pendidikan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan
Medan Sunggal, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kakak ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 22 Februari 2009;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Lingkungan Il Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru,

Kabupaten Tapanuli Selatan ;
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai
3 orang anak, masing-masing bernama :

L. XROXXXXXXXXXXX XX XXX XXXKXXXX
2. XXXXXXKXXXXXXXXKXKXXKXXXXXX
3. XXXXXXXKXXXXXKXKXXKXXXXXX )

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Termohon menjalin hubungan yang tidak wajar dengan laki-laki
lain;

2. Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa
pengetahuan Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan
Termohon ;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran
mulut saja ;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan
Termohon ketika saya berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak
bulan Februari 2022, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;

- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap
ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon
dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki Pasal 26 dan 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon
didampingi oleh kuasanya hadir menghadap dipersidangan sedangkan
Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal tanggal 25 November 2024, dan telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor :197 /PAN. PA. W2-
A10/HK.2.6/X1/2024 tanggal 26 November 2024, ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6
Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa
Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon tersebut untuk
beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Psp, yang dibacakan di persidangan, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek,
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
berfikir untuk tidak dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa
hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat
dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami
isteri, yang disebabkan karena 1. Termohon menjalin hubungan yang tidak
wajar dengan laki-laki lain, 2. Termohon sering berhutang kepada orang lain
tanpa pengetahuan Pemohon, 3. Termohon kurang menghormati Pemohon
sebagai suami, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari 2022, yang
akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang
sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal
tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah
tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya
bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak Kkeluarga telah
mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak hadir menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap
ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon
tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

568 Saxi A5 Dlaliudll 83 e o515 lling$ 3
al o= Vall
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Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan
gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka
Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak
boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon
setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan
karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran
tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-
menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah
jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau
orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut
diatas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing
dinilai oleh Hakim sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah
Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai
cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat
sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga
dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan
mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh
karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang
sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam
perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2)
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana
merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang
bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga
dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya
menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat
permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh
sebab itu alat bukti tertulis (P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan
materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende),
sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang
perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti
berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi
dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana
kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 dan Termohon
meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekcokan
yang terus-menerus yang sebabnya karena 1. Termohon menjalin hubungan
yang tidak wajar dengan laki-laki lain, 2. Termohon sering berhutang kepada
orang lain tanpa pengetahuan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon
menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik

bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon
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dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak
berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke
persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya
sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-
orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil,
hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi
Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat,
keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal
kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat
materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil
dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon
tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 22 Februari 2009;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang
anak, masing-masing bernama :
L. XXXXXXXXXXKXKKXKXKXKXXXXXXKX
2. XXXXXXXXXXXXXKXKXXKXXXXXXKX
3. XXXXXXXXXXXXKXKKKXKXKXKXXXXXX )

c. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis namun sejak 1 tahun pernikahan Pemohon Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
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d. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
1. Termohon menjalin hubungan yang tidak wajar dengan laki-laki lain ;
2. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa pengetahuan

Pemohon ;

e. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan
keduanya sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang karena Termohon
pergi dari tempat kediaman bersama;

e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin
bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun
1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami
isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas
bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22
Februari 2009 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat
dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di
atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena 1. Termohon
menjalin hubungan yang tidak wajar dengan laki-laki lain, 2. Termohon sering
berhutang kepada orang lain tanpa pengetahuan Pemohon, sehingga
perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon
dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2022, yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, meskipun pihak
keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah sejak bulan Fenruari 2022, menunjukkan bahwa antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan
sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan
bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, sementara Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar
kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai
dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi
indikasi yang kuat bagi bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon
telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi
utama perkawinan, maka dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit
untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian
hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim
berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut
tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan
Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan
melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan
pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan
Termohon pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa

saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan
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utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah
dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin
antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga
sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah
dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata
sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah
pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma
hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan
sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’l yang
diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Al Qur’an Surah al Baiqarah ayat %27 yang berbunyi:
pili groio Al DIS Sllad 192520 10)s
Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaag, juz |, halaman 83 yang
berbunyi :
oxz o)l bl o lauas (paz> Mall plai ©MawVI ,Lis] 284
ol alos )l quoi cass g glo Vg il lgad gis ans pls
szl e oS Ol olizo Loiw VI OV T9,) saf (o 6950
allasdl oL L lang xgoll auwlls Gazg i)l
Artinya: Islam memilih lembaga thalag / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap goncang serta dianggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri

menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti

menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
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berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan

semangat keadilan.
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi:

Alowll wl> e pro suwlaoll s,

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar
kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat ruamha tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakimberkesimpulan permohonan
Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya
dapat dikabulkan dengan verstek;;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan
suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada Pemohon
untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Padang
Sidempuan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai PHasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan
MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon  (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) — untuk
menjatuhkan talak satu raj’l terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
di depan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24
Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah
oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh Dh
uha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Hakim

Nurlaini M. Siregar, S.H.I
Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 28.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
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- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 148.000,00
(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
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